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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis
Retribusi Daerah Kabupaten Sukamara dan merupakan
Pendapatan Asli Daerah,;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang No 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya Dan
Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438) ;



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang—-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang
Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Mendagri
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah,;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat |
dan Daerah Tingakt 1,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dilingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2003
tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas—dinas
Daerah Kabupaten Sukamara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

Menetapkan

dan
BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara;

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Daerah yang berlaku;

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

6. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial,
karena pada dasarnya dapat disediakan oleh pihak swasta;

7. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat
disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian
kekayaan Daerabh;

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi;

9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan
kekayaan Daerabh;

10.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan
besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

11.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

12.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
Retribusi Daerah;

13.Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.



BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pemakaian kekayaan Daerah dipungut
Retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian
kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :

a. Pemakaian tanah / lapangan;
b. Pemakaian bangunan/gedung;
c. Pemakaian alat-alat berat;

d. Pemakaian kekayaan lainnya.

(2) Tidak termasuk obyek Retribusi, adalah pemakaian kekayaan
Daerah untuk pelayanan umum antara lain pemeriksaan daging
impor, pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subyek retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah orang pribadi
atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan
Daserah.

BAB Il

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah digolongkan sebagai
Retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu
pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan
yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorentasi
pada harga pasar.



BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang

(2)

®3)

(4)

(5)

(6)

digunakan dan jangka waktu pemakaian.

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku
diwilayah Daerah.

Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh
maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan
unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif
yang meliputi :

a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;

b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja
pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang,
belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya
listrik dan semua biaya rutin/peroidik lainnya yang berkaitan
langsung dengan penyediaan jasa;

b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum,
dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa,

c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap
dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang,
yang meliputi angsuran buku pinjaman, nilai sewa tanah,
bangunan dan penyusutan aset;

d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan
jasa, seperti bangunan atas pinjaman jangka pendek.

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan Tanah / Lapang :

1. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar
ruangan sebesar Rp. 1.000,- / m?/ bulan.

2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan
tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian
sebesar Rp. 1.000,- / m? / bulan.

3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan
tempat tinggal sebesar 0,5 % x harga tanah/m? x luas
tanah/bulan.

4. Retribusi pemakaian lapangan tertutup untuk keperluan
komersial Rp. 200.000,- / hari.



5. Retribusi pemakaian lapangan terbuka untuk keperluan
komersial Rp. 150.000,- / hari.

6. Penggunaan lapangan tertutup/lapangan terbuka untuk
keperluan sosial ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Penggunaan Gedung / Bangunan

1. Penggunaan gedung/bangunan dan sarana pendukung
lainnya yang bersifat komersial :

a) Untuk pemakaian siang sebesar Rp. 350.000,-
b) Untuk pemakaian malam Rp. 500.000,-
c) Untuk pemakaian siang dan malam Rp. 650.000,-

2. Penggunaan yang bersifat non komersial :

a) Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan
keagamaan sebesar Rp. 100.000,- / hari

b) Untuk kegiatan rapat, ulang tahun, pesta dan
sejenisnya sebesar Rp. 250.000,- / hari.

c. Retribusi pemakaian truk dan alat-alat berat milik Pemerintah
Daerah, per hari dengan 7 jam kerja :

1. Dump truck Rp. 565.000,- / hari
2. Vibrator Roller Rp. 750.000,- / hari

3. Asphalt sprayer Rp. 360.000,- / hari
4. Excavator Rp. 840.000,-/ hari
5. Motor grader Rp. 865.000,- / hari
6. Compressor Rp. 400.000,- / hari
7. Upright Rammer/Stamper Rp.  55.000,- / hari

d. Pemakaian Kekayaan Daerah Lainnya :

1. Sewa kursi lipat untuk penggunaan di luar gedung :

a) Untuk komersial 1 (satu) buah sebesar Rp. 1.000,- /
hari

b) Untuk non komersial 1 (satu) buah sebesar Rp. 500,- /
hari

2. Sewa tenda besi

- 1 (satu) set sebesar Rp. 150.000.- / hari

3. Sewa panggung Rp. 100.000,- / hari

4. Sewa bus Rp. 300.000,- / hari
Pasal 9

(1) Untuk penyewaan alat-alat berat selain dimaksud dalam Pasal 8
huruf ¢ Peraturan Daerah ini, besarnya tarif retribusi sewa
ditentukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Harga pokok
Faktor pengali x Jam kerja x = Nilai sewa
Umur ekonomis




(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 di atas, dapat
ditinjau kembali setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah
setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah ( DPRD ).

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.

BAB VIl
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan kontrak hak

pemakaian.
Pasal 12

Rertribusi terutang terjadi saat ditertibkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
yang dipersamakan dengan SKRDKBT.
BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.



BAB Xl
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang
atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, atau dokumen lain
yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan
keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus
dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib
Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Xl

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17
(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan dari wajib retribusi
dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi.

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 18

(1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/
peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran / peringatan atau surat lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk.



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana Pasal 18 ayat (2), sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
terutang.

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 20

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak
pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud
Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil  (PPNS) dilingkungan  Pemerintah Daerah yang
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Rretribusi
Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sidang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan
atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerabh;



I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J.  Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
menunrut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XVl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Kepala Daerah.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada tanggal : 9 Juli 2005

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal 12 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
Ttd
H. MUGENI, SH. MH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2005 NOMOR 08



